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BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

NOMOR~.2 TAHUN2023

TENTANG

TATACARAPENGALOKASIANALOKASIDANADESA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasai 96 ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, perlu

Pengaiokasian Alokasi Dana ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
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Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan CARAPERATURAN BUPATI TENTANG TATA

PENGALOKASIANALOKASIDANADESA.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan De-saKabupaten

Tanjung Jabung Timur.

7. Aparat Pengawasan Intem Pemerintah yang selanjutnya disingkat

APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat

dan Zatau pemerintah daerah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan rnengurus urusan

pernerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan

prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan Iatau hak tradisional yang
diakui dan dihorrnati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan
dan kepentingan rnasyarakat seternpat dalam systern pemerintahan
NegaraKesatuan RepublikIndonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggaraPernerintahanDesa.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJMDesa, adalah Rencana KegiatanPernbangunan Desa
untukjangka waktu 6 (enam)tahun.

12. Rencana Kerja Pernerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan PernerintahanDesa.

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perirnbangan yang diterirna kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana AlokasiKhusus.

15. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPDadalah
lernbaga yang rnelaksanakan fungsi pernerintahan yang anggotanya

rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayahdan ditetapkan secara dernokratis.

16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh KepalaDesa setelah dibahas dan disepakati Bersarna
Badan PerrnusyawaratanDesa.

17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mernpunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rurnah
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tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDadalah rekening

tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh

penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada

bank yang ditetapkan.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disebut SiLPAadalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

Pasal2

Tujuan dari pemberian ADD yaitu digunakan untuk membiayai
kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Desa.

Pasal3

Prinsip pengelolaan ADDyaitu:
a. pengelolaan keuangan ADDmerupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan

dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat
di Desa;

c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif, teknis dan hukum; dan

d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan
terkendali.

Pasal4

Ruang lingkup ADDyaitu:
a. penganggaran;
b. pengajuan dan penyahrran;
c. sisa lebih perhitungan anggaran;
d. pelaksanaan kegiatan;
e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
f. pembinaan dan pengawasan ADD.
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BABII

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perhitungan ALokasiDana Desa

Pasal5

(1) Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran mengalokasikan ADD dalam

APBD.

(2) ADDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 100/0 (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yangditerima daerah dalarn

anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana
alokasi khusus.

(3) Pengalokasi dana ADDper Desa menggunakan perhitungan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula.

(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung
berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan di
Pemerintahan Desa.

(5) Alokasi formula sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung
berdasarkan:
a. asas rnerata; dan
b. asas adil.

(6) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan

bagian ADDyang besarannya sarna untuk setiap Desa.
(7) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan

bagian ADD yang besarannya proporsional untuk setiap Desa
berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan

variable tertentu.

Bagian Kedua

Besaran AlokasiDana Desa

Pasal6

(1) Pengalokasian formula ADDsebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil sebagai

berikut:

1. asas merata yaitu besarnya bagian ADDyang sarna untuk setiap

Desa, selanjutnya disebut AlokasiDana Desa Minimal(ADDM);dan /-
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2. asas adil yaitu besarnya bagian ADD yang dibagi secara
proporsional untuk setiap Desa berdasarkan NilaiBobot Desa (BDx)
yang dihitung dengan rumus dan variabel independen yang meliputi
antara lain: luas penduduk, jumlah wilayah, kemiskinan,

pendidikan dasar, keterjangkauan , selanjutnya disebut Alokasi
Dana Desa Proporsional (ADDPx)Data dimaksud berasal dari BPS
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil
sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu besarnya ADDMadalah 60
0/0(enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP
adalah 400/0(empat puluh perseratus) darijumlah ADD;dan

c. berdasarkan kedua asas tersebut di atas, maka besamya AlokasiDana
Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen Alokasi Dana Desa
Minimum (ADDMx)dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx),
dengan menggunakan rumus penetapan ADD:

ADDX = ADDMx + ADDPX

Keterangan
ADDX
ADDMX
ADDPX

AlokasiDana Desa untuk Desa x
AlokasiDana Desa minimal yang diterima Desa x
AlokasiDana Desa Proporsionaluntuk Desa x
Tambah (Penambahan)+

Dalammenentukan AlokasiDana Desa Proporsional(ADDPX)adalah:

I ADDPX = BDx X (ADD - ~ ~DM)

Keterangan :
ADDPx AlokasiDana Desa Proporsional untukDesa x;

NilaiBobot Desa untuk Desa x
TotalAlokasiDana Desa yangditetapkan Kabupaten

BDx
ADD
L. ADDM
X

Jumlah AlokasiDana Desa Minimalyang ditetapkan
Kali (perkalian)

d. penentuan NilaiBobot Desa (BDx)
Dalammenentukan Bobot Desa (BDx)adalah :

BDX=al.KVl + a2.KV2+ a3.KV3+ a4.KV4+as.KVS+a6.KV6+
a7.KV7+as.KVS.

/
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Keterangan :

BDx

KVI,KV2,KV3,KV4,KV5

NilaiBobot Desa untuk Desa x

Koefisien variabel (Kemiskinan,

pendidikan dasar, keterjangkauan desa,

jumlah penduduk, luas wilayah).

a l , a2, a3, a4, a5 ....a, Angka bobot masing-masing variabel.

KVI, 2 X = VI.2 X

EVn

Keterangan:

KVI, 2 X Nilai koefisien variabel pertama,kedua dan

VI,2 X

seterusnya untuk Desa x.
Angka variabel pertama, kedua dan

seterusnya untuk Desa x.
Jumlah angka variabel se KabupatenEVn

Tanjung Jabung Timur

(2) Besaran pagu ADDsetiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara

bertahap.

BABIII
PENGAJUANDANPENYALURAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan dana ADD terlebih dahulu diteliti dan
diverifikasi ditingkat kecarnatan.

(2) Hasil penelitian tingkat kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalarn berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai

rekomendasi Carnat.
(3) Rekomendasi Carnat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan

dicermati ditingkat Dinas.
(4) Hasil kajian dan pencermatan ditingkat Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) yaitu sebagai bahan pertimbangan dalarn hal pencairan
ADDuntuk setiap Desa.
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BagianKedua

Penyalurandan Mekanisme

Pasal8

(1) Penyaluran ADDdapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan
APBDesa.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan
kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa dan merupakan

bagian dari pendapatan Desa.
(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan cara transfer dari rekening Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal9

(1)Mekanisme penyaluran ADDdilakukan dengan cara:
a. permohonan penyaluran tahap I (kesatu) sebesar 400/0 (empat puluh)
persen diajukan palinglambat 31 Meitahun berjalan, dilampiri:
1. rekomendasiCamat;
2. fotocopy RPJMDesa dan RKPDesa;
3. fotocopy APBDesa,Penjabaran APBDesadan DPA;dan
4. fotocopy LPJ Realisasi APBDesadan SPJ tahun sebelumnya.

b. permohonan penyaluran tahap II (kedua) sebesar 400/0 (empat puluh)
persen diajukan paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan,
dengan melampirkan:
1. rekomendasiCamat;
2. laporan realisasi Tahap I; dan
3. surat Pertanggungjawaban (SPJ)Tahap I; dan

c. permohonan penyaluran tahap III (ketiga) sebesar 200/0 (dua puluh)

persen diajukan paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun
berjalan, dengan melampirkan:

1. rekomendasiCamat;

2. laporan Realisasi Tahap II;dan
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Tahap II; dan

d. pengajuan oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat
verifikasi dan rekomendasi dari Camat;

e. verifikasi dan rekomendasi oleh Camat dilakukan untuk melihat
kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa;

f. dalam hal berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak

sesuai dengan APBDesadikembalikan ke Desa;

/
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g. selanjutnya Pernerintah Desa rnengirirn berkas pengajuan dana
pertahap yang telah diverifikasi kepada Dinas guna rnengecek
kelengkapan berkas pengajuan yang sudah direkornendasi Carnat
untuk diteruskan ke Badan Keuangan Daerah untuk diproses
pencairan Dana; dan

h. Badan Keuangan Daerah rnenyalurkan ADD dari kas Daerah ke
rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Desa yang rnendapat tarnbahan pagu ADD dalarn APBDPerubahan,
pengalokasiannya tidak rnasuk dalarn perhitungan asas rnerata dan
asas adil.

(2) Pengalokasian tarnbahan pagu ADDsebagairnana dirnaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

BABIV
SISALEBIHPERHITUNGANANGGARAN

Pasal 11

(1) Sisa dana dari kegiatan yang bersurnber dari ADDrnerupakan SiLPA
Desa.

(2) SiLPADesa harus dikernbalikan ke rekening desa paling larnbat tanggal
31 Desernber.

BABV

PELAKSANAANKEGIATAN

Pasal 12

(1) Pengelolaan ADD rnerupakan satu kesatuan dengan pengelolaan
keuangan Desa.

(2) Pengelolaan ADD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) digunakan
untuk rnernbiayai kewenangan Desa dalarn penyelenggaraan
pernerintahan, pelaksanaan pernbangunan, pernbinaan
kernasyarakatan, pernberdayaan rnasyarakat, belanja tak terduga dan
pengeluaran pernbiayaan.

(3) Dalarn rnernbiayai pelaksanaan kewenangan Desa sebagairnana
dirnaksud pada ayat (2), Desa wajib rnengutarnakan kegiatan yang
dapat rneningkatkan kesejahteraan rnasyarakat dan rnenurunkan
kerniskinan.

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) yang
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didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh KepalaDesa.

(5) Realisasi fisik kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BABVI

PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

(1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan
APBDesa.

(2) Kepala Desa selaku kuasa pengelola keuangan Desa
bertanggungjawab terhadap pelaksariaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)dari dana ADD.

(3) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.

(4) Kepalaurusan bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
(5) Kepala urusan keuangan dalarn melaksanakan pengelolaan keuangan

ADDwajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(6} Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban
dengan bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan
kegiatan dan diserahkan kepada penanggungjawab operasional
kegiatan dan penanggungjawab administrasi keuangan.

(7) Pelaksana teknis kegiatan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan kepada KepalaDesa setiap bulan.

(8) Kepala Desa melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD
kepada Bupati melalui Carnat setelah tahun anggaran berakhir.

(9) Laporan realisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) mencakup
realisasi fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang
dihadapi.

BAB VII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan Pembinaan atas pengelolaan ADDdibentuk Tim
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengawasandan pengendalian atas penggunaan ADDdilaksanakan oleh

InspektoratDaerah.
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BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

2023
"'-QTiFtTii~~lMJ UNG JABUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal ?1 0~to"/;r 2023
SEKRETARISDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR a~

TE~H DITElfTI KEBENAft:a.NNYA
. 'ANGCOAl:

~T~H DITELITI KEBENAIlANNYA
L1Gbaj'Hukum Dan ndang ··Undangan
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